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Abstract
The structure of government's acceptance has been shiffed from dependency
abroad aid and oil and natural gas to tax revenues. Therefore taxation sector in
Indonesia is renewed. Some actions has been taken which might produce tax
income to government. This matter is inline with taxation reformation in
Taxation law's amendment year 2000. It indicates that government starts lo
focus doing improvement fo get more taxpayer throug intensification and
extensification of taxes potentiality. With expectation thqt these actions might
increase the total taxpayer especially personal taxpayer. At the end, it will
impact to government's tax revenues.

Based on statistics testing result by using global fe‘“' it concludes that
total personal taxpayer government employee, privat employee and free
labour at KPP Pratama Bekasi Utara have significant impact on income tax
revenue acceptance, though its impact is low. Based on partial testing, the
result conclude that total personal taxpayer from ggvernment employee,
private employee and free labour produce significant impact to income tax
revenue acceptance. For contribution of personal ayer based on its
occupation toward income tax acceptance at KPP Ii%yatama Bekasi Utara

indicates that personal taxpayer from government emplayee produce negative

contribution significantly. Meanwhile, contribution of p rsonal taxpayer from

private employee produce positive coniribution significantly. For personal

taxpayer of free labour indicates positive contribution, but not significant.

Key Word : Income Taxes, Personal Taxpayer, Gavemanr Employee, Private
Employee, and Free Labour !

84



Analisig Jumlah Wajtb Pajak Orang Pribadi Dilibat Dari Jenis Pekerjaan Dan Pengarubnya 85
Terhadap Penerimazn Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Belasi Utnra

. 1. PENDAHULUAN
! Setiap negara pasti membutuhkan dana untuk melaksanakan fungsi dan
| perannya dalam menyelenggarakan dan menjalankan roda pemerintahannya.
Demikian pula halnya dengan pemerintah Republik Indonesia, untuk
melaksanakan fungi dan perannya dalam menyelenggarakan dan menjalankan
roda pemerintahan memerlukan dana yang sangat besar. Berdasarkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahwa penerimaan
pemerintah terdiri dari dua penerimaan yaitu penerimaan dalam negeri dan
penerimaan luar negeri (berupa bantuan atau pinjaman). Penerimaan dalam
negeri terdiri dari penerimaan minyak dan gas alam (migas) dan non migas di
mana salah satu penerimaan non migas berasal dari penerimaan pajak. Dalam
perkembangan terakhir, bahwa struktur penerimaan negara telzh bergeser dari
ketergantungan terhadap bantuan luar negeri dan penerimaan minyak dan gas
alam bergeser ke arab penerimaan pajak. Hal ini dilakukan atas dasar
pemikiran bahwa :

1). Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang terbentuk secara
kimiawi dan fisika dalam kurun waktu ribuan tahun secara alamiah akan
semakin berkurang sejalan dengan makin sering dan lamanya proses
ckploitasi dan untuk memperbaharuinya lagi diperlukan waktu yang
sangat lama dan sulituntuk kembali ke kondisi semula.

2). Penerimaan luar negeri dalam bentuk bantuan pada hakekatnya bukan
merupakan sumber dana murni. Hal ini dikarenakan sifatnya yang
membutuhkan pengorbanan yang sangat besar baik dalam bentuk
ekonomi (rente} maupun dari segi politis. Bantuan pinjaman luar negeri
hendaknya benar-benar hanya sebagai pelengkap dan pemanis dalam
pergaulan internasional. Salah satu dampak pinjaman luar negeri yang
tidak terkontrol merapakan bukti dan penyebab ambruknya perekonomian
negara Indonesia pada tahun 1997.

3). Pajak mempunyai fungsi-fungsi dasar dan tujuan yang sangat erat
kaitannya satu sama lain dalam menentukan arah kebijakan ckonomi
nasional yang berdampak luas.

Sektor perpajakan di Indonesia belakangan ini terus berbenah. Sejumlah

langkah yang bisa mendatangkan penerimaan bagi negara dari pajak makin

gencar dilakukan, seperti bekerjasama dengan bank persepsi untuk
pembayaran pajak secara on line, pemotretan objek pajak lewat satelit,
reformasi perpajakan yang menyangkut masalah administrasi, struktur tarif
sampai pemberlakuan paksa badan (gidzelling) bagi wajib pajak yang nakal.
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Hal ini selaras dengan reformasi perpajakan yang t dalam amandemen
paket UU Perpajakan Tahun 2000 di mana terlihat bahwa pemerintah mulai
memokuskan pada beberapa upaya untuk mengarah pada peningkatan jumlah
wajib pajak yaitu dengan memperluas cakupan wajib pajak, menurunkan tarif
pajak, dan menghilangkan beberapa pengecualian (Paket UU Perpajakan
Tahun 2000).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang menangani
masalah pajak di Indonesia memahami sepenuhnya terhadap meningkatnya
peranan pajak dalam menyediakan dana untuk pembapgunan nasional dan
biaya lainnya. Dari sisi internal Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan
intensifikasi dan atau ektensifikasi penggalian potepsi pajak, Kegiatan
intensifiaksi dan atau ektensifikasi harus diupa seoptimal mungkin
dengan mengintegrasikan dan meningkatkan kegiatan p nyuluhan, pelayanan
dan penegakan hukum. Diharapkan demgan de ikian akan dapat
meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan selanjutnya akan berdampak pada
penerimaan negara. Namun ada sisi lain yang juga| sangat berpengaruh
terhadap jumlah penerimaan negara dari sektor pajak yaltu peran Wajib Pajak
itu sendiri. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang/berhubungan dengan
ektensifikasi wajib pajak orang pribadi atau meningkatkan jumlah wajib pajak
orang pribadi adalah dengan dikeluarkannya Peral Direktur Jenderal
Pajak Nomor : PER - 175/PJ/2006 tentang “Tata C Pemutakhiran Data
Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan
Kegiatan Usaha dan / atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/
atau Pertokoan” dan Nomor : 16/PJ/2007 tentang “Peninberian Nomor Pokok
Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris,
Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/
Bendaharawan Pemerintah”, Kedua kebijakan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi dan hal in) dilakukan dengan

maksud apabila jumlah wajib pajak orang pribadi bah diharapkan
penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi juga akan me ingkat.
Dengan adanya reformasi perpajakan sejak tahur} 1984 yaitu reformasi

pemungutan pajak dari official assessment menjadi s If assessrment, maka
dengan self assessment Wajib Pajak berperan akitif memenuhi semua
kewsjiban perpajakannya. Sistem ini mengandung p gertian bahwa Wajib
Pajak dipercaya penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
kewajiban perpajakannya sendiri, kbususnya dalam menghitung sendiri
jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke kas negara atau bank
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persepsi serta melaporkannya kepada fiskus. Dalam sistem ini Wajib Pajaklah

yang aktif sejak dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sampai dengan

menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dalam satu periode melalui

pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Peranan fiskus dalam sistem ini

'Fda.lah mengamati dan mengawasi pelaksanaannya dan bila perlu mengenakan

E@i perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang
1y

laku, mengingat salah satu hambatan dalam pengumpulan uang pajak
ah tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak yang masih rendah. Menurut
Soemitro Rochmat (1998), sistem seif assessment mengandung beberapa hal
penting antara lain tax consciousness (kesadaran pajak) wajib pajak, kejujuran
Wwajib pajak, tax mindedness (hasrat untuk membayar pajak) wajib pajak dan
tax discipline (disiplin pajak) wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan
perpajakan. Sistem ini baru akan berhasil dengan baik, apabila syarat tersebut
dapat dipenuhi. Dan karena Wajib Pajak di Indonesia pada umumnya belum
sepenuhnya memenuhi syarat tersebut, maka masih banyak diperfukan campur
angan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan
perbagai bentuk penyuluban, pembinaan, bimbingan, pengawasan, serta
pemeriksaan.
Sebagaimana diketahui bahwa apabila terjadi peningkatan jumlah
penerimaan pajak penghasilan (PPh), hal ini dapat diartikan dan menjadi
dikator dari semakin membaiknya tingkat penghasilan dan kesejahteraan
masyarakat serta makin berkembangnya dunia usaha dan juga semakin
?ngginya tingkat kesadaran (apresiasi) masyarakat terhadap kewajibannya
tuk membayar pajak. Kedua indikator ini bukan merupakan suatu hal mutlak
masih terdapat beberapa indikator lainnya yang perlu diperhatikan,
erti apakah peningkatan PPh tersebut berasal dari pajak yang langsung
ilaporkan wajib pajak (WP) di dalam SPT-nya atau merupakan PPh yang
1potong oleh pihak lain (Witholding Tax), peningkatan penerimaan PPh juga
s dikaitkan dengan peningkatan/ pertambshan jumlah penduduk dan
adan usaha, tingkat penghasilan dan konsumsi masyarakat, jumlah Produk
omestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) di mana PPh naik
erbanding lurus dengan kenaikan PDB dan atau PNB.

Pajak penghasilan (PPL) Wajib Pajak Orang Pribadi sebenamya
erupakan sumber pencrimaan yang sangat potensial, namun sampai saat ini
Tum tergarap sebagaimana mestinya. Untuk itu diperlukan penanganan yang
bih intens oleh aparat perpajakan yang salah satu caranya adalah dengan
enerapkan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien serta
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mudah untuk dilaksanakan dan dipahami baik oleh aparat perpajakan maupun
dan terlebih oleh wajib pajak sendiri.
Di dalam Undang-undang Perpajakan, cara dan metode administrasi
perpajakan yang lebih dikenal sebagai sistem dan prosedur perpajakan telah
diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1994 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000, dan temlﬂilr perubahan ketiga
Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, diantaranya:
1). Pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5 tentang kewajiban ba}gi setiap wajib pajak
untuk mendaftarkan diri dan haknya untuk memperf)leh NPWP dan atau
Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dengan tempat dan waktu
yang telah ditetapkan oleh DJP.
2). Pasal 3 ayat 1 sampai 7 tentang kewajiban Wajib Fajak untuk mengisi,
menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
ke DJP yang telah ditunjuk dan waktu yang telah ditentukan.

Agar pelaksanaanya dapat mencapai sasaran yang qptimal, maka perlu
ditelusuri faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah wajib pajak
sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 16 tahun 2000 tentang pemberian
NPWP dan pasal 2 ayat 1 huruf a.1 dan ayat 3 huruf a UlJ No. 17 tahun 2000
tentang pengertian subjek pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka ramusan yang dapat dibuat
dalam penelitian ini adalah seberapa signifikan peneri PPh WPOP yang
dapat disumbangkan oleh pegawai pemerintah, pegawal swasta, dan pekerja
bebas, serta bagaimana pengaruh jumlah WPOP ter] penerimaan PPh
dilihat dari jenis pekerjaannya di KPP Pratama Bekasi U

?

2. LANDASAN TEORIDAN METODOLOGI
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang
“Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” pada pasal(l ayat 1 mermberikan
defenisi pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 1
untuk keperluan negara bagi sebesar-besamya k
pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahiva pajak memiliki
karakteristik bahwa pajak yang dipungut harus ber. kan undang-undang,
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pembayaran pajak tidak serta merta mendapat kontraprestasi individual
! langsung dari pemerintah, pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik
. pemerintah pusat maupun pemerintah dacrah, pajak yang diperoleh ditujukan
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan public
investment.

Konsep Penghasilan

Berdasarkan literatur yang ada terdapat banyak defenisi penghasilan,
Penghasilan (income) dalam pengertian akuntansi sebagai peningkatan
manfaat ekonomi sclama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan
atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan
kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (PSAK
Nomor 23, Buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 September 2007).
Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) dan keuntungan (gains). Menurut
Gunadi (2002), defenisi penghasilan dalam perpajakan sekurangnya terbagi
dalam 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan sumber (source concept of
income) bahwa penghasilan secara akuntansi komersial yang tidak tersebut
dalam ketentuan perpajakan bukanlah merupakan penghasilan yang
dikenakan pajak (menurut pajak), sementara itu, secara ekonomis konsep
sumber menghendaki adanya kontinuitas aliran dari penghasilan itu dari suatu
titik origin (sumber), dan pendekatan pertambahan (accretion concept of
income) bahwa penghasilan memiliki arti yang luas yang meliputi unsur
pertambahan kekayaan dan pengeluaran konsumsi tanpa melihat adanya
sumber dan kontinuitas aliran kemampuan ekonomis. Pengertian penghasilan
dalam konteks perpajakan yang dikemukakan oleh George Schanz dalam
Mansury (1996) disebutkan sebagai The Accretion Theory of Income yang
artinya bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya
tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya,
melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat
dipakai untuk menguasai barang dan jasa, Robert Murray Haig dalam buku
Mansury (1996) juga mengembangkan definisi penghasilan untuk keperluan
perpajakan dalam tulisannya The Concept of Income - Economic and Legal
Aspects, merumuskan penghasilan sebagai “The increase or accretion in one's
power o satisfy his wants in a given period in so far as that power consists of
(a) money itself, or (b) anything susceptible of valuation in terms of money™.
Haig menekankan hakekat penghasilan ita adalah kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan untuk mendapat kepuasan, jadi bukan kepuasaan itu
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sendiri. Oleh karena itu, penghasilan adalah sesuatu yang didapat pada saat
tambahan kemampuan ekonomis itu didapat, bukan pada/saat kemampuan itu
dipakai guna menguasai barang dan atau jasa pemuas| kebutuhan. Hal itu
senada dengan apa yang diungkapkan oleh Henry Simons (1938) dalam
bukunya Personal Income Taxation, The Definition of Inqome as a Problem of
Fiscal Policy. Simon dalam Mansury (1996) mengemukakan bahwa
penghasilan sebagai obyek pajak haruslah bisa dikuantifikasikan, jadi harus
bisa diukur dan mengandung konsep perolehan (acquisitive concept). Konsep
tersebut mengandung arti yang menyangkut perolehan kemampuan untuk
menguasai barang dan jasa yang dapat dipe: untuk memenuhi
kebutuhan. Simon menekankan kepada pengukuran berkenaan dengan apa

yang diperoleh itu. Simon juga berpendapat bahwa pada ya mengajukan
ide tentang keadilan pengenaan pajak yang didasarkan atps hal-hal yang dapat
diukur secara objektif dan bukan atas dasar pertimbangansubjektif.

Masalah yang diungkapkan oleh Schanz, Haig dan Simons adalah bahwa
the accretion theory itu adalah satu-satunya teori yang melahirkan konsep
penghasilan yang memungkinkan penerapan the abilify to pay approach.
Konsep penghasilan yang dikemukakan oleh ketiga ghli tersebut dikenal
dengen nama the S-H-S Concept, dan konsep inilahl yang dianut dalam
Undang-undang Perpajakan Indonesia sebagaimana te g dalam Undang-
undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 4 ayat 1
yang berisi bahwa penghasilan yaitu setiap tambahan k puan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apapun.

Objek Pajak
Menurut Soemitro Rochmat (1988) segala sesuatu yang
dapat dijadikan sasaran atau obyek pajak, baik k perbuatan, maupun
peristiwa. Sebagai pajak langsung {direct tax), pajak penghasilan yang
dikenakan pada Wajib Pajak dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak (kawin,
tidak kawin, kawin mempunyai anak, dan sebagainya). Dengan kata lain maka
pajak penghasilan termasuk ke dalam pajak yang b arkan stelsel riil
(Soemitro, 1979).
Dengan demikian apabila dihubungkan dengan konsep S-H-S yang
telah dikemmukakan di muka maka penghasilan yang merupakan obyek pajak
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dengan nilai pasar yang dimiliki seorang Wajib Pajak sesuai dengan keadaan
obyektif yang melekat pada Wajib Pajak tersebut.

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 17 tabun 2000 tentang Perubahan
Ketiga Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
menyatakan bahwa yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak,
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersanghkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, Pada penjelasan pasal 4
ayat 1 Undang-undang No. 17 tahun 2000 disebutkan ada empat kelompok
penghasilan yaitu ;
a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak
d. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang, hadiah dan lain

sebagainya.

Jenis penghasilan bagi orang pribadi selain laba usaha untuk orang pribadi
yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut pasal 4 ayat 1
Undang-undang No. 17 tahun 2000 diantaranya adalah : (1) penggantian atau
imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, (2) hadiah dari undian atan
pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, (3) kenntungan karena pengalihan

harta, termasuk karena hibah, bantuan atau sumbangan (kecuali yang
| diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat),
(4) bunga, dividen (termasuk dari perusahaan asuransi), sewa dan royalty, (5)
penerimaan dari pembayaran berkala, dan (6) tambahan kekayaan neto yang
berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Dasar pengenaan pajak (tax base atau taxable) menurut pasal 6 ayat 1
Undang-undang No. 17 tahun 2000 adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP)
yaitu jumlah selurub penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
setelah diterapkan beberapa pengurangan yang diperkenankan oleh undang-
undang.

Satu hal yang khusus dan membedakan pengenaan pajak pada Wajib
Pajak Orang Pribadi dari Wajib Pajak Badan adalah adanya Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP) atau Personal Exemption yaitu pengurangan penghasilan
yang dikaitkan dengan keadaan pribadi wajib pajak (keluarga dan
tanggungannya) dan merupakan biaya hidup minimal yang diperlukan untuk
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diri wajib pajak dan anggota keluarga yang menjadi tan | gannya. Dengan

adanya PTKP maka terlihatlah bahwa pajak penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi merupakan pajak subyektif personal. Keten mengenai PTKP
diatur pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 17 tahun 2000.

Subjek / Wajib Pajak
Subjek pajak adalah pihak-pihak (orang atau badan) yang dikenakan
kewajiban pajak, artinya subjek pajak adalah orang-orang yang telah
memenuhi syarat-syarat objektif untuk membayar pajak, Secara umum setiap
orang memiliki potensi untuk menerima penghasilan. Di antara mereka ada
yang menerima penghasilan karena fungsinya selakul pemberi kerja atau
sebagai pekerja, atau ada juga di antara mereka yang mgnerima penghasilan

dengan cara mengusahakan sendiri, dalam arti mencipfakan lapangan kerja
untuk dirinya sendiri.

Pengertian subyek pajak berbeda dengan wajib pajak. Hal ini terlihat
dengan pemisahan pemuatan kedua istilah pada undang-yndang perpajakan di
Indonesaia. Pengertian Subyek Pajak diuraikan pada pasal 2 Undang-undang
No. 17 tahun 2000 sedangkan Wajib Pajak didefinisikan pada pasal 1 Undang-

undang No. 16 tahun 2000. Subyek Pajak menurut Rochinad Soemitro (1998)
adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subyektif. Subyek
Pajak baru menjadi Wajib Pajak kalau ia sekaligus memenuhi syarat-syarat
obyektif. Subyek Pajak tidak identik dengan subyek hukum, sehingga firma,
perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, dapat
menjadi subyek pajak. Orang gila, anak yang masih di bawah umur, dapat
menjadi subyek pajak atau wajib pajak, tapi untuk mercka perlu ditunjuk
orang atau wali yang dapat dipertangungjawabkan untuk kewajiban-
kewajibannya.
Menurut D. Larry Crumbley (1994) menyatakan bahwa Person an
individual, trust, estate, partnership, association, company, or corporation
having certain legal rights and responsibilities. |Sementara menurut
Organization for Economic Co-operation and Developinent (OECD) Model
tentang Personal Scope menyebutkan “This convention shall apply to persons
who are residents one or both of Constracting State” dcm General Defenition
dalam buku Mansury (1996) menyatakan .....For r,he purposes of rhu'
Convention, unless the context otherwise requires : a. the term “person”
includes an individual, a company and any other body oj'persons. Pasal 2 ayat
1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 menyatakan bahwa yang menjadi
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Subyek Pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu
- kesatuan, menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap.

Selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa subyek pajak terdiri
atas subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Yang ternmasuk
dalam subyek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di
Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan atau berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak (az any time) dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selain itu badan yang
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia serta warisan yang belum
terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, juga merupakan
subyek pajak dalam negeri. Sebagaimana disebutkan Gunadi (2002) bahwa
untuk menentukan status Wajib Pajak dianut tiga kriteria yaitu : (1) domisili
(place of abode), (2) presensi (residence), dan (3) niat (intention). Dengan
demikian maka orang pribadi yang berkewarganegaraan apa saja dapat
menjadi Wajib Pajak dalam negeri asalkan memenubhi salah satu kriteria yang
telah ditentukan,

Telah disebutkan sebelumnya bahwa subyek pajak menjadi wajib pajak
apabila telah mernenuhi syarat-syarat obyektif, Pengertian Wajib Pajak dimuat
pada pasal [ Undang-undang No. 16 tahun 2000 bahwa wajib pajak adalah
orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,
termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu,

Hubungan Antara Subjek, Objek dan Penerimaan Pajak

Dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Umnum dan Tata Cara Perpajakan
discbutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan wajib mendaftarkan dirdi pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atan tempat kedudukan Wajib
Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam hal ini untuk menjadi wajib pajak harus memenuhi syarat
subjektif yaitu orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat objektif untuk
membayar pajak, sedangkan harus memenuhi syarat objektif untuk subjek
pajak orang pribadi adalah mempunyai penghasilan di atas PTKP, karena
objek pajak merupakan basis perhitungan (fax bases) besarnya pajak. Apabila
kedua syarat tersebut tetah dipenuhi maka diharapkan dari penghasilan di atas



04 uadianisamkumnsi,muumgamm,msm,mm:Hm
PTKP tersebut akan diperoleh pajak pcnghasilannyaL Pajak penghasilan
merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajpknya melekat pada

subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajil
dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek
karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum,
dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi p
Wirawan B. Ilyas, 2000).

han pajak tersebut
pajak lainnya. Oleh

penentian saat mulai

enting (Waluyo dan

Dari uraian di atas jelas bahwa yang benar-benar berkorelasi dengan

penerimaan PPh adalah objek pajakmya yaitu pet

\ghasilan kbususnya

penghasilan yang kena pajak. Oleh karena untuk mendaj
besamya penghasilan dari subjek pajak menurut golon,
pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja beb
KPP Pratama Bekasi Utara, maka di dalam peneliti
dengan penerimaan PPh adalah jumlah subjek paj
menurut jenis pekerjaannya. Hal ini juga didasari pada
pemerintah untuk menjaring subjek pajak dengan mel

atkan data mengenai
atau jabatan untuk
sulit didapatkan di
ini yang dikaitkan
ya atau wajib pajak
aya yang dilakukan
ekstensifikasi

wajib pajak. Penulis menyadari bahwa menghubungkan jumiah subjek pajak
dengan penerimaan pajak penghasilan tanpa melalui ob_iek pajaknya langsung
mungkin akan menghasilkan uji statistik yang kuran, memadai atau baik.
Apabila data mengenai objek pajak dapat tersedia, maka yang lebih tepat
dihubungkan dengan penerimaan pajak penghasilan ?,dalah semua jumlah
objek pajak yang dimiliki oleh subjek pajak tersebut. Artinya berapa
penghasilan yang diperoleh oleh seluruh wajib pajak pegawai pemerintah,
pegawai swasta, dan pekerja bebas.

3. METODOLOGIPENELITIAN
Objek empiris atau objek material dari penelitian ini adalah wajib pajak orang
pribadi yang ada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Bekasi Utara yang secara pasti telah menjadi wajib pajak terdaftar dan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jenis|data yang digunakan
untuk analisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam
penelitian ini akan didapatkan dari DJP dan atau KPP Pratama Bekasi Utara,
yang meliputi data jumlah wajib pajak orang pribadi selama 5 (lima) tahun
terakhir yaitu tahun 2003 sampai dengan 2007, data jumhlah wajib pajak orang
pribadi berdasarkan jenis pekerjaan yang meliputi | pegawai pemerintah,
pegawai swasta, dan pekerja bebas untuk 5 (lima) tahy terakhir yaitu tahun
2003 sampai dengan 2007, data penerimaan pajak penghasilan wajib pajak
orang pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu talun 2003 sampai dengan
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2007, data penerimaan pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi
berdasarkan jenis pekerjaan yang meliputi pegawai pemerintah, pegawai
. swasta, dan pekerja bebas untuk 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2003
sampai dengan 2007. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
variabel bebas (independent variable) yang meliputi jumlah wajib pajak orang
pribadi pegawai pemerintah (WPOP-Pm atau X 1), pegawai swasta (WPOP-Ps
atau X2}, dan pekerja bebas (WPOP-Pb atau X3), dan variabel tak bebas
(dependent variable) yaitu pencrimaan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak

Operasioans] Varinbel  Notesi Indikator
Varinbel

Variabel Bebas ¢
1. Pegawai Pemerintah X1 Jum]lah wajib pajak orang pribadi

{(WPOP-Pm) dengan pekerjann sebagai pegawai

pemerintah selama tahun 2003 - 2007

2. Pegawai Swasta X2 Jumbeh wajib pajek orang pribadi

(WFOP-Ps) dengan pekerjasn sebagei pegawal

swasta selama tabun 2003 . 2007

3. Prkerja Bebas X3 Jumlzh wajib pajak orang pribadi
(WPOP-Ph) dengun pekerjagn sebagei pekeria behas
selarna tahun 2003 - 2007
Varlabel Tak Bebas : Jumlsh penerimazn pajek penghasilen
Penerimazn PPh WPOP Y wajib pajek oreng pribadi selama t=hun
2003 - 2007

Untuk memperkaya khasanah penclitian ini, penulis akan menganalisis data
penelitian melaui dua analisis regresi yang umum dikenal dalam dunia statistik
yaitu Analisis Regresi Sederhana dan Analisis Regresi Berganda. Analisis
regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu
variabel bebas (independent variable) dengan satu variabel tak bebas
(dependen variable). Sedangkan untuk menganalisis besarnya hubungan dan
pengaruh variable tak bebas yang jumlahnya lebih dari dua dikenal dengan
analisis regresi berganda.

Analisis Regresi Sederhana

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa analisis regresi sederhana adalah

analisis yang menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas.

Adapun persamaan umum regresi sederhana dapat dituliskan sebagai berikut :
Y=a+bX
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di mana :

Y = Variable tak bebas

a = Konstanta atau intersep (harga Y ketika X =0)
b = Koefisien regresi variabe! X

X = Variabel bebas

Berkaitan dengan penulisan ini, maka nilai Y merupakan Jumlah Penerimaan
PPh Wajib Pajak Orang Pribadi baik secara sendiri-sendiri maupun secara
total, sedangkan nilai X merupakan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baik
secara sendiri-sendiri maupun secara total. Dalam analjsis regresi sederhana
ini yang akan dibahas selanjutnya adalah analisis hubungan jumlah wajib
pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang
pribadi yang meliputi:
Analisis hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi dengan
penerimaan PPhnya secarasendiri-sendiri dariketi 1a jenis pekerjaan :

L.

Y = £(X1)

Analisis jumlah WPOP Pegawai Pemerintah terhadap penerimaan PPh

WPOPPegawai Pemerintah.
Y = f(X2)

Analisis jumlah WPOP Pegawai Swasta terhadap pe
Pegawai Swasta.
Y = f(X3)

‘nerimaan PPh WPOP

Analisis jumlah WPOP Pekerja Bebas terhadap peperimaan PPh WPOP

Pekerjabebas.
Analisis hubungan antara jumlah wajib pajak o

rang pribadi dengan

penerimaan PPh nya secara total dari ketiga jenis pekerjaan :

Y = f(X)

Analisis jumlah WPOP secara total terhadap penerimaan PPh WPOP

secara total.

Analisis hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi secara sendiri-

sendiri dengan penerimaan PPh nya secara total dari

Y = £(X1)

ketiga jenis pekerjaan

Analisis jumlah WPOP Pegawai Pemerintah terhadap total penerimaan

PPh WPOP Pegawai Pemerintah.
Y = f(X2)

Analisis jumlah WPOP Pegawai Swasta terhadap ftotal penerimaan PPh

WPOPPegawai Swasta.
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c. Y={fQ3)
Analisis jumiah WPOP Pekerja Bebas terhadap total penerimaan PPh
WPOP Pekerjabebas.

Untuk mendapatkan koefisien regresi sederhana a dan b dari persamaanY=2a
+bX diperoleh melalui rumus sebagai berikut :

CNEX) - COEXY)

a =
nEZX") - XY
. aZXY) - GX)TY)
n(TX) - CXY

Untuk melihat kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih perlu dicari
nilai korelasinya ataur yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
n(XY)- (X).LY)

(n(X)-X))a(Y)- (YY)

Analisis regresi sederhana pada penulisan ini dibatasi hanya sebatas melihat
pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan PPh nya dan
menentukan persamaan regresi untuk masing-masing jenis pekerjaan wajib
pajak orang pribadi.

Tr =

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis besarnya hubungan
dan pengaruh variable tak bebas yang jumlahnya lebih dari dua. Untuk melihat
hubungan antara variabel bebas (Xi) dengan variabel tidak bebas (Y) dapat
dituliskan dalam bentuk hubungan fungsi sebagai berikut :

Y = £(X, X, X,¢)

dimana :

Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Pegawai Pemerintah merupakan variable bebas kesatu
Pegawai Swasta merupakan variable bebas kedua
Pekerja Bebas merupakan variable ketiga

takalaliel
TR
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¢ = Faktor Pengganggu

Untuk mencari besarnya dan tanda hubungan antara variabel bebas (X1)
dengan variabel tidak bebas (Y) dilakukan dengan menggunakan analisis
regresi berganda dengan persamaan strukturainya sebagal berikut :

Y =a+bX +bX,+bX +e
Dimana :
= Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

vt

a = Konstantaatau intersep

b,-b,= Koefisienregresi variabel X, - X,
X, = WPOPPegawai pemerintah

X, = WPOPPegawai Swasta

X, = WPOPPekerjaBebas

¢ = Faktorpengganggu

Untuk mencari koefisien regresi a, b,, b, dan b, digunakan persamaan

simultan sebagai berikut ;

1). 2XY = bllez + b, Y XX, + b, 2XX,
2. TXY =bIXX, +b,YX +bIXX,
3). XY = b 2XX, + b, XXX, + b;):Xa’

a=Y- bjcr’ briz" bs}_{l

Dengan melakukan perhitungan secara statistik ke dalam persamaan 1,2, dan
3 tersebut di atas, maka akan diperoleh koefisien regresi dan persamaan
regresinya dan untuk mendapatkan hasil korelasinya, digunakan rumus

sebagai berikut :
b IXY + 5, EX.Y + b,3XY

R.(1,2,3) =
Iy

Sedangkan uji signifikansi koefisien korelasinya digunakan rumus berilaut :

R'(N-m-1)

m(1-R’) !

F =

Semua pengolahan data menggunakan program Software Statistic SPSS
(Statistic Program for Social Science). Bertitik tolak da{l perumusan masalah
di atas, maka hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai

berikui:
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1). Hipotesis1(H1):
Penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang
disumbangkan oleh pegawsai pemerintah di KPP Pratama Bekasi Utara
cukup signifikan

2). Hipotesis2(H2):
Pencrimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang
disumbangkan oleh pegawai swasta di KPP Pratama Bekasi Utara cukup
signifikan

3). Hipotesis 3 (H3):
Penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang
disumbangkan oleh pekerja bebas di KPP Pratama Bekasi Utara cukup
signifikan,

4). Hipotesis4(H4): .
Ada pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan
pajak penghasilannya dilihat dari jenis pekerjaannya di KPP Pratama
Bekasi [Jtara

4. HASILDAN PEMBAHASAN

Beberapa hal yang akan disajikan dalam hasil dan pembahasan antara lain
keragaan pajak orang pribadi selama lima tabun terakhir dari tahun 2003 s/d
2007 yang diperoleh dari KPP Pratama Bekasi Utara, Keragaan tersebut akan
diuraikan meliputi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi
dilihat dari jenis pekerjaan sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan
peketja bebas. Berikutnya disajikan analisis regresi baik analisis regresi
sederhana maupun analisis regresi berganda serta pengujian parameter yang
dilakukan melalui analisis regresi berganda baik secara keseluruhan maupun
secara parsial. '

Keragaan Data

Penelitian dilakukan di KPP Pratama Bekasi Utara yang wilayah kerjanya
meliputi kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan
Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria. Sedangkan KPP Pratama Bekasi
Utara termasuk bagian dari Kanwil Pajak Jawa Barat II (Kanwil Pajak Jabar
1I). Data penelitian yang diperoleh penulis merupakan data sekunder meliputi
data jumlah wajib pajak orang pribadi berdasarkan jenis pekerjaannya dan
jumlah penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi selama lima
tabun terakhir yaitu tahun 2003 sampai dengan 2007. Di samping data
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sekunder, penulis juga mendapatkan informasi pendukung untuk melengkapi
data sekunder tersebut yang diperoleh lewat wawancara|dengan pihak terkait
dalam hal ini pihak otoritas pajak.

Apabila dilihat penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi secara
tahunan sebagaimana terlibat pada tabel 1 di bawaﬁ ini, maka Jumlah
penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi dilihat dan aspek jenis
pekerjaannya untuk pegawai pemerintah dari tahun 2003 Eampal dengan tahun
2007 terus mengalami penurunan kecuali untuk tahun 2004, sedangkan
penerimaan PPh dari wajib pajak pegawai swasta dari tahun 2003 sampai
dengan tahun 2007 mengalami kenaikan tetapi kenai ya dari tahun ke
tahun mengalami tren penurunan. Lain halnya dengan P erimaan PPh wajib
pajak orang pribadi dilihat dari pekerja bebas, bahwa penenmaan PPh nya
tidak menentu, seperti dari tahun 2003 ke 2004 mengalami kenaikan 51,76%,
dari tahun 2004 ke 2005 tetap mengalami kenmkanL tetapi kenaikannya
menurun dibandingkan dengan tahun 2003 ke 2004, tahun 2005 ke 2006
mengalami penurunan, dan akhirnya tahun 2007 naik kembali.

Secara keseluruhan jumlah penerimaan PPh wajib orang pribadi dari
tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 di KPP Pratama Bekasi Utara adalah
sebesar Rp. 12.905.382.143,-, meliputi penerimaan PPh wajib pajak orang
pribadi dari pegawai pemerintah sebesar Rp. 468.669.365,- atau 3,63% dari
total penerimaan PPh, pegawai swasta sebesar Rp. #.399.688.677.- atau
34,09%, dan pekerja bebas sebesar Rp. 8.037.023.901,; atau 62,28%. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
Penerimaan Pph Wpop Dan Perubzhannya
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2003 S/d 2007

JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBAD{

Tabun Peg. Pemerinteh Pag. Sorssts Pekerja Bebas Tumiah
WPaP % WPOP % WEOP Y WPOP %
2003 137.502 827 - 1.657.961 - 1.06L182.413 - 033493403

2001 | 59.700319 | 5698 | 688345043 18.707,83 | 111 050.247) 31,76 {2360.018.176] 95,12

2005 | 129.294.334 | 1108 | 1015171285 4748 |1929088958] 19,23 |3.063.354.735] 29,80

2006 | 76.307.350 | 37,00 (1311103222 29,13 [1.492.412.654] 2236 |2.882823218] +5.89
2007 | 86.264.835 | 165 |1381.407.160] 536 |1.948.184,627] 30,59 |3.395.856611] 17,80
Jumlal | 468.669.565| - |3.399.688677] -  |80a7.023.901] - | [12p0sas2lad -

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utara, date diolzh
Sedangkan untuk melihat jumlah wajib pajak secara keseluruhan atau tahunan
dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, dapat dilihat pada tabel 2 di bawah
ini:
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Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadl Dan Perubahannya
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2003 S/d 2007

JUMLAH WAJSIB FAJAK ORANG FRIDADY
Twbua m&%m PEGC.SWASTA | PEKERIABEBAS JUMLAH
WPOPF % WPOF % WPOP % WPOP b
2003 1.2 - 5230 - 5.580 | 1tsaz _
2004 2136 | 34,18 1250 | 30 47| 8e2| 1654 | zme
2005 2468 | 1595 s | a7 78026 | 95| Bam| Bz
2006 3191 | 2945] 10806 | =n 845 | sz |  Dast | 174
2007 B420 | 151,33 nus LFL80 9.558 1306 44,896 oy
[ 3503 | 48| L85 | a1 1013 | 78| 230 a0

Sumber ; KPP Pratama Bekasi Utara, data diolah

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat ditarik kesimpulan sechubungan dengan
Jjumlah wajib pajak orang pribadi dilihat dari jenis pekerjaan sebagai pegawai
pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas :

(1) Jumlah wajib pajak orang pribadi dilihat dari aspek jenis pekerjaannya
sebagai pegawai pemerintah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006
mengalami kenaikan dan penurunan yang relatif stabil, sedangkan bila
dibandingkan tahun 2006 dengan tahun 2007 maka kenaikan jumlah
wajib pajaknya cukup drastis dari 29,45% naik menjadi 151,33%.

(2) Begitu juga halnya dengan jumlah wajib pajak untuk pegawai swasta
bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 mengalami kenaikan
dan penurunan yang cukup stabil, tetapi bila dibandingkan tahun 2006
dengan tahun 2007 maka kenaikannya juga cukup drastis dari 22,21%
naik menjadi 152,80%.

(3) Sedangkan untuk pekerja bebas kenaikan jumlah wajib pajak orang
pribadi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 kenaikannya juga
relatif stabil, dan bila dibandingkan tabun 2006 dengan tahun 2007
kengikannya tidak terlalu drastis sebagaimana yang terjadi pada pegawai
pemerintah dan pegawai swasta, dimana kenaikannya hanya sebesar
5,04% saja.

Dengan menghubungkan serta membandingkan jumlah wajib pajak orang

pribadi dengan jumlah penerimaan PPh nya dilihat dari aspek jenis

pekerjaannya sebagai pegawai pemerintah dapat dilihat pada tabel 3, pegawai
swasta pada tabel 4, dan pekerja bebas pada tabel 5 dari tahun 2003 sampai
tahun 2007. Untuk lebih jelasnya di bawah ini diberikan gambaran mengenai
hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan PPh
nya dilihat dan masing-masing jenis pekerjaan. Untuk melihat hubungan
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emerintah dengan
2007 dapat dilihat

antara jumlah wajib pajak orang pribadi pegawai
penerimaan PPh nya dari tahun 2003 sampai dengan tak

padatabel 3 di bawah ini :
Tabel 3

JUMLAH WPOP DAN PENERIMAAN PPk PEGAWAI PEMERINTAH
TAHUN 2003 8/D 2007

WEOP PEGAWAI FEMERINTAH| PPh WPOP PEGAWAI PEMERINTAR
TAHUN
% %
JUMLAH TUMLAH RP
Naik/Tem Neil/Teren
2007 1712 137.502.827 -
2004 2126 W14 42700213 -56,38
2005 2465 1595 12559434 11048
2006 3191 45 79.07.350 3700
2007 8420 15103 56264838 -1645
RRIAZ]
v 350 18 460,669,563

Sumber : KPP Pratzma Bekasi Utarn, data dintsh
Berdasarkan tabel 3 tersebut apabila dikaitkan jumiah wajib pajak orang
pribadi pegawai pemerintah dengan penerimaan PPh nya dapat disimpulkan
bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi dari jenis pekerjaan sebagai pegawai
pemerintah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami tren
kenaikan yang cukup signifikan terlebih pada tahun 2007 naiknya cukup
drastis, tetapi dari sisi jumlah penerimaan PPh nya mepunjukkan tren yang
menurun atau negatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa
pertambahan jumish wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan pegawai
pemerintah tidak diimbangi dengan penerimaan PPh nya atau berbanding
terbalik. Demikan halnya untuk melihat hubungan antata jumlah wajib pajak
orang pribadi pegawai swasta dengan penerimaan PPh/nya dari tahun 2003
sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4

JUMLAH WPOP DAN PENERIMAAN PPh PEGAWAI SWASTA
TAHUN 2043 S/ 2007

WPOP PEGAWAL SWASTA FPh WPOP PEGAWAT SWASTA
TAHUN
" %

JUMLAH JUMLAH RP|
Naik/Tumn MNark/Tunm
2003 5.250 - 3,651 -
2004 1261 39,30 688345049 |  1B.717,33
2005 3,842 277 1.015.171.28% 47,48
2006 10,808 221 1.311.103222 19,15
2007 21318 153,80 1.381.407.160 3,36
RATA2 / FUMLAH 11,895 4702 4399‘ssq,m -

Scmber : KPF Pratuma Bk 1ters, data diclah
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Sebagaimana dengan tabel 4 di atas, apabila dikaitkan jumlah wajib pajak
- orang pribadi pegawai swata dengan penerimaan PPh nya dapat disimpulkan
- bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi dari jenis pekerjaan sebagai pegawai
swasta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami kenaikan yang
tidak stabil tetapi pada tahun 2007 menaiknya cukup drastis, apabila
dihubungkan dengan jumlah penerimaan PPh nya menunjukkan tren yang
menaik tetapi pertambahan kenaikannya menunjukkan tren yang menurun dari
tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan jumlah wajib pajak
orang pribadi dari pekerjaan pegawai swasta juga masih diimbangi dengan
penerimaan PPh nya tetapi kenaikannya tidak sebanding dengan kenaikan
jumlah wajib pajaknya dimana persentase kenaikan penerimaan PPh nya dari
tahun ke tabun terus menurun. Sedangkan untuk melihat hubungan antara
jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas dengan penerimaan PPh nya
dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 5 di bawah
ind ;
Tabel §

JUMLAH WPOP DAN PENERIMAAN PPh PEKERJA BEBAS
TABUN 2003 S/D 2007

WPOP PEKERJA BEBAS PPh WPOF FEKERJA BEBAS
TAHUN
JUMLAH % JUMLAHRP %

Neik/Tanm Naik/Tunin
2003 6.580 - L.O62.187.415 -
2004 7.147 8,62 1.611.950.247 SL16
2005 7826 9,50 1.922 288 958 1925
2006 8454 8,02 1.492.412.654 -22,36
2007 9.558 13,06 1.948.184.627 30,54
RATA2 / JUMLAH 7913 7,84 8.037.023.001 -

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utera, data diolah

Dari tabel 5 tersebut di atas, apabila dikaitkan jumlah wajib pajak orang pribadi
pekerja bebas dengan penerimaan PPh nya dapat disimputkan bahwa jumlah
wajib pajak orang pribadi dari jenis pekerjaan sebagai pekerja bebas dari tahun
2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami tren kenaikan yang cukup stabil,
dan bila dihubungkan dengan jumiah penerimaan PPh nya menunjukkan arah
yang menaik dan menurun, artinya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005
menunjukkan arah yang menaik walaupun kenaikannya semakin menurun
sampai penurunannya negatif di tahun 2006, kemudian pada tahun 2007
menaik kembali. Hal int menunjukkan bahwa pertambahan jumlah wajib pajak
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orang pribadi dari sisi pekerja bebas diimbangi dengan penerimaan PPh nya
yang berfluktuasi. Sedangkan untuk melihat hubungan antara jumlah wajib
pajak orang pribadi dengan penerimaan PPh nya secara keseluruhan dari tabun
2003 sampai dengan talmn 2007 dapat dilihat pada tabel 6/di bawah ini :

Tabel 6

JUMLAH WPOP DAN PENERIMAAN PPh WPOP
TAHUN 2003 S/D 2007

JUMLAH WPOP PENERIMAAN PPh WFOP
T JUMLAH * JUMLAH RP *
NalTurun Naik/Tunm
2003 13.542 - 1.203.348.203 -
2004 16.534 2,09 21.360.018.176 96,12
2005 19.133 15,2 3.063.354.735 79,80
2006 22.45) 1724 2.882.823218 -5,89
2007 44 896 $9,97 3395.456.611 17,80
RATAZ / JUMLAH 23311 31,03 12.905.400.943 -

Sumber : KPP Pratama Belmsi Utara, data diolzh

Berdasarkan tabel 6 tersebut, apabila dikaitkan jumlah wajib pajak orang
pribadi dengan penerimaan PPh nya secara keseluruban dapat disimpulkan
bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi secara keselurulian dari tahun 2003 ke
tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 22,09% dan penerimaan PPh nya
juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 96,12%. Sedangkan
dari tahun 2004 ke tahun 2005 jumlah wajib pajak orarg pribadi mengalami
kenaikan tetapi kenaikannya mengalami penurunan sebesar 15,72% begitu
juga penerimaan PPh nya mengalami kondisi yang s yaitu mengalami
kenaikan tetapi kenaikannya semakin menurun. Lain halnya dari tahun 2005
ke tahun 2006 bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan
kembali sebesar 17,34% namun penerimaan PPh nya berbanding terbalik yaitu
mengalami penurunan sebesar 5,89%. Demikian pula apabila
diperbandingkan jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan PPh
secara keseluruhan dari tahun 2006 ke tahun 2007 bahwa jumlah wajib pajak
orang pribadi mengalami kenaikan 99,97% sedangkan penerimaan PPh nya
hanya mengalami kenaikan sebesar 17,80%. Dalam prqses pengolahan data,
beberapa kebijakan dilakukan sebagai berikut : .
a. Data yang digunakan selama lima tahun dengan hitungan bulan, sehinga
jumlah pengamatan sebanyak 60 bulan. Data pcngamatan tersebut dapat
ditampilkan pada tabel 7 sebagai berikut :
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DAFTAR DATA PENGAMATAN UNTUK PENGOELAHAN 5FSS

No PPh yg ] FFh Tots] FPh WGP | WPQP | WPOP | Tow) Ket
WPOP-PFm | WPOR-Fs | WPOPFb WPOP Pm [ P WPOF
[P ) {XPa}) [XEb) (Y} L7y | qx2} | {X¥) ! (X}
1 5,513,531 0| 483171 S13%0972 | 1498 | 3781 ] 6158 | 1437 | 2003 |
2 5.805.644 0| 75229.784 81035428 1.499 381 63202 | (a4
3 BAYTIN 0| TT4668.787 | omyisgoos | 1503 | 428 | 6331 | 1035 ]
4 | 90167234 O [ 125292966 | 215450020 | 1505 | 4503 | 6285 | 13294 | (m
3 2632981 6| 4337861 45205 504 1507 | 4628 | 632 | 2458
6| 1130159 0| 6198130 64312480 | 1507 | 4762 | 6362 12,631
71 2135084 0| 38307536 | gosorson | B 4mel{ G402 | 121
g} 2420589 a | sn1%52 69620801 [ 1512 | 5040 | 6448 | y3000
¢ 49,098 0| 5811062 56,760,160 | [383 | 513V} 6479 | 1330
10| 13.087.560 0| B0.525.653 3,713,643 1845 | 51m 6537 | 1337
1" 3167643 0| 65.699.084 seRes ey | LST3 | 502 | 65| 3448
12 T3S 3657961 | 107.399.537 111,839 533 L712 | 5250 | 6380 | (3542
%} 36835 200.000 | WOLA235ED | popsoses | L6 ] 5353 | 6510 | 3Tio | 2004
14 £295.434 0! 12LFISETE 103.871.312 L76 | 5463 | 4632 | 13481
15 | #1908.233 | 150480350 | 413272402 | goeseeos | 1807 | sasi | a6 | aam | m
15 391858 | 39023499 | 1738304682 | 16854739 1850 | 6020 | 4731 | jas0 | o
17 242300 | 189.159499 | 1124704M4 ILETLELS 1.5%0 6.130 6769 | 14809 | (%)
13 1847300 | 37559499 | BL605.083 123011482 2006 | G2BS | G6.B48 | s 3
1% 1092.200 | 37936620 | 65222151 104.251. 101 pLios) 6391 6.906 | 15324
| G7s44ma | 51902400 [ 137885995 | jopsazaen | 2086 | 6505 | 6960 | 1551
21 315300 | 42926620 | 0.$97432 131859352 | JOTY| 6385 | 2009 | 150
2 585537 | 37936620 | 160421901 | ronaanse | 2092 61m7] 7080 15009
23 359050 | 17936620 | S1290.116 101585785 | 2098 | &3 7.096 16017
2 SSLATR | 42243620 | 126045093 | ygopinger | 2026 | 72610 2147 | 1653
25| 5819800 | 61209420 [ 100626495 | 1oa5571s | 2044 | 7408 | 2181 | (6793 | 2005 |
2% 654.440 | 41879370 | 120.828.520 1635362530 | 2153 7503 7222 | |sa98
27 | 91329973 | 296161350 | 736.8524.958 | | zaxisasp | 2172 | TR 7.8 17225 | (%
25 | 21220879 | sB2109%4 | 114926344 | poqaagniz | 2086 | 7875 | 7228 | 113m
'; 861655 | 44971410 | 95.229.348 165064434 | 2195 | 7880 | 7390 | 17365
0 240.895 | 65273410 | 76281513 | 141795819 | 2200 | 8059 | 74% | 17729
i1 62065 | 71587861 | 86852354 160,069,380 | 2270 | 8426 | 7320 | 17946
32 1.673.455 | 191.855.135 | 185.8856.150 AN 2234 4252 TIH | g1as | (»
b3 ] FOLOTT | 40751411 | 75626817 | qp7csp3is | 2355 8390 | 7652 | 15097
sal 119367 | ssnen| 7asant | ageorarn | 247) 03| 7760 | jesal
35| 1220425 | 4pae23s1 [ 158993224 | angisno10 | 2426 | 8672 | 7.782 | 1880
6 3MB95 | 41240740 | 39750843 131944524 | 2465 | B.B42 | TR | 49,3
17 1075015 | 39645084 | BE&SA5.706 | 12736675 | 2489 | B98S | 7866 | 10340 | 2006,
3g | 7860765 | 48120706 [ 150298764 | ppsz00295 | 2533 | 9283 | 7977 | yorm
39 | S0.047.665 | BYRABG.GEL | 489478202 | Laz9an2.ss6 | 2TM | 933 ] 9% | cam | v
a0 | 3514630 | M1515377 | 19297326 | 194777333 | 2766 | 9660 | 8052 | 20478
Fli 1765786 | 72226920 | 4402976 170395682 | 2790 | T8 | &8I0 | s19
43 | 6184200 | 18398880 | 32027010 | pa7.m0eep | 2808 | 9926 | 8157 | apgem
43| 2509300 | stassiac | Tiemazes | yiamigya | 2915 ] 10025 | 8205 | 27149
44 192030 | 40325.896 | 20.514.448 120132394 | 2965 | 10394 | 8265 | 3y477
as| 342708 | 12685326 | 85542814 | yozassam § 3.025 | 10286 | 9322 | 91

105
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a4 128500 | 6309.642 | B1.621.502 BR.0S9.774 3.0% | 4267 BB | 2i3M
[ 47 90880 | 17810441 | 97079970 | nsesios | 317 | 106et]| 8406 | 2um
48 104500 | 12430033 | 45519458 saisaa0) | 2090 | J0806|) 3454 | 22451
49 Lol | SB215.950 | 107336100 te6 712158 | 3341 | 1L009) B0 | 22,749 | 007

so b 1027022 | 67137509 | L91509386 | jogavaeay | 3202 | 1as8)] 531 | moan
gy | 40.196.983 | TSTATLS6E | 575585507 1 | 373383386 | 3390 | 1he64|| BA0R | 23e63 | (%)
or1 32 | 59.771950 | 124400609 | 19544381 | 3474 | 10.888(] 4.689 | 24.0M
15820367 | 45008731 | E7495.762 | qagnaamen | 3796 [ 12506 | 8.766 | 25088
836312 | $4.554369 | 95354662 | wsoqessan | 4566 | 165101] 8925 | 30001
278312 | 67289423 | 96884385 | sss.082.12) s249 | 130951 9090 | 51440
LT49912 | 71643904 | 33782622 | axpis728 | SR | 20636 ) 9.075 | 35499
201505 | M059.333 | 8629769 | pa1assens | 6532 | 22298 | 924l | asom
W0 | 43368706 | B3240372 | yzzssoaar | 6799 | 23asd| 9269 | 044
$T6312 | 444356 | 95432400 | r4pspsoss | 7793 | 25350 ) 9359 | 4asmz
532312 | SESM2T3 | 90513844 | jso20420 | 8020 ) 12318 | 9558 | 4am0s

b. Untuk menghilangkan gangguan ol¢h tidak normalnya sebaran data
pengamatan maka data yang ekstrim (pencilan atas) dihilangkan, sehingga
jumlah data pengamatan menjadi 51 bulan. Data pencilan yang dihilangkan
tersebut diberi tanda (*) pada kolom keterangan, sedangkan angka pada
kolom keterangan menunjukkan tahun.

¢. Selanjutnya data pengamatan pada point 2 diclah menggunakan program
SPSS versi 10.

Penulis telah melakukan perhitungan regresi baik men; regresi linier

maupun dengan regresi non linier. Regresi non linier yang telah dicoba

dilakukan adalah regresi berbentuk kuadratik, semi jog dan double log.

Regresi bentuk kuadratik yang dilakukan adalah mereggesi data Y dengan Xi

yang telah dikuadratkan. Regresi bentuk semi log yang dilakukan adalah

meregresi data Y dan data log Xi, sedangkan regresi bentuk double log yang
dilakukan adalah meregresi data log Y dan log Xi. Hasjl dari regrem-regrem
tersebut tidak disajikan. Hasil yang disajikan dalam analisis ini adalah hasil
regresi yang paling baik.

2 ls o[ lw e |0 o

Analisis RegresiSederhana
Analisis regresi sederhana adalah analisis yang men, akan satu variabel
bebas dan satu variabel tak bebas. Berdasarkan iﬁ:ﬂ pengaratan yang
diperoleh dari KPP Pratama Bekasi Utara dan kemudian dilakukan
pengolahan data melalui program SPSS dapat dijelaskan hubungan antara
variable bebas dengan variable tak bebas menggunakan analisis regresi
sederhana di bawah ini.
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1. Analisis Hubungan Antara Jumlah WPOP dengan Pencrimaan Pph

. 'WPOPSecara Individu

. Analisis ini dibagi atas tiga bagian yaitu (a) analisis jumlah WPOP Pegawai

. Pemerintah terhadap Penerimaan PPh nya, (b) analisis jumlah WPOP Pegawai

Swasta terhadap Penerimaan PPh nya, dan (¢) analisis jumlah WPOP Pekerja

Bebas terhadap Penerimaan PPh nya,

(a). Analisis Jumlah WPOP Pegawai Pemerintah terhadap Penerimaan PPh
Berdasarkan hasil regresi jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP)
pegawai pemerintah terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak
orang pribadi (PPh WPOP) di mana variable bebas Jumlah WPOP
Pegawai Pemerintah dar variable tak bebasnya Penerimaan PPh WPOP
Pegawai Pemerintah dapat dijelaskan bahwa angka korelasi diperolch
sebesar 0,146 atau 14,60% (Model Summary), artinya hubungan variable
Jumiah WPOP-Pm dengan PPh WPOP-Pm sangat lemah. Sedangkan
angka R Square diperoleh sebesar 0,021 atau 2,10% artinya besarnya
pengaruh jumlah WPOP-Pm terhadap penerimaan PPh WPOP-Pm
sebesar 2,10% saja, sedangkan sisanya 97,90% dijelaskan oleh faktor lain
diluar variable jumlah WPOP-Pm. Untuk melihat hubungan kedua
variable tersebut signifikan atau tidak dilihat dari angka probabilitas
(sig). Apabila angka sig < 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan
antara variable bebas dengan variable tak bebasnya dan sebaliknya.
Karena angka sig sebesar 0,307 (Anova) > 0,05 berarti hubungan jumlah
WPOP-Pm dengan penerimaan PPh WPOP-Pm tidak signifikan. Untuk
mendapatkan persamaan regresi jumlah WPOP-Pm dengan penerimaan
PPh WPOP-Pm diperoleh konstansta atau a = 3.837.458,35 dan koefisien
regresi atau b = -375,73 (Coefficients), schingga persamaan regresinya
dapat dirumuskan sebagai beriknt :

Y = 3.837.458,35 - 375,73XPm
Artinya jika tidak ada pertambahan atau kenaikan jumlsh WPQOP-Pm
maka penerimaan PPh WPOP-Pm sebesar Rp. 3.837.458,35,-,
sedangkan jika terjadi pertambahan jumlah WPOP-Pm | orang maka
penerimaan PPh WPOP-Pm akan berkurang sebesar Rp. 375,73.

(b). Analisis Jumiah WPOP Pegawai Swasta terhadap Penerimaan Pph
swasta terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang
pribadi (PPh WPOP) di mana variable bebas Jumlah WPOP Pegawai
Swasta dan variable tak bebasnya Penerimaan PPh WPOP Pegawai
Swasta dapat dijelaskan bahwa angka korelasi diperoleh sebesar 0,484
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(c)-

atau 48,40% (Model Summary), artinya hubung
WPOP-Ps dengan PPh WPOP-Ps kurang kuat.

variable jumlah

sedangkan sisanya 76,60% dijelaskan oleh fakton lain diluar variable
jumlah WPOQOP-Ps. Karena angka sig sebesar 0 00 (Anova) < 0,05
berarti hubungan jumlah WPOP-Ps dengan penerimaan PPh WPOP-Ps
adalah signifikan, Untuk mendapatkan pers regresi jumlah
WPOQP-Ps dengan penerimaan PPh WPOP-Ps diperoleh konstansta atau
a = 15.362.450,73 dan koefisien regresi atau b = 2.191,47
{Coefficients), sehingga persamaan regresinyd dapat dirumuskan
sebagai berikut ;
Y = 15.362.450,73 + 2.191,47XPs

Artinya jika tidak ada pertambahan atau kenaikan jumlah WPOP-Ps
maka penerimaan PPh WPOP-Ps sebesar . 15.362.450,73,-,
sedangkan jika terjadi pertambahan jumlah WPOP-Ps 1 orang maka
penerimaan PPh WPOP-Ps akan bertambah sebesar Rp. 2.191,47.

Analisis Jumlah WPOP Pekerja Bebas terhadap Penerimaan Pph
Berdasarkan hasil regresi jumlah wajib pajak oréng pribadi (WPOP)
pekerja bebas terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak
orang pribadi (PPh WPOP) di mana variable bebas Jumlah WPOP
Pekerja bebas dan variable tak bebasnya Penerimaan PPh WPOP
Pekerja bebas dapat dijelaskan bahwa angka korelasi diperoleh sebesar
0,317 atau 31,70% (Model Summary), artinya] hubungan variable
jumlah WPOP-Pb dengan PPh WPOP-Pb kurang kuat. Sedangkan
angka R Square diperoleh sebesar 0,101 atau 10, lll)% artinya besarnya
pengaruh jumlah WPOP-Pb terhadap penerimaan PPh WPOP-Pb
sebesar 10,10%, sedangkan sisanya 89,90% dl]elaskan oleh faktor lain

diluar variable jumlah WPOP-Pb. Karena an

(Anova) < 0,05 berarti hubungan jumlah WPOP-Pb
PPh WPOP-Pb adalah signifikan. Untuk menda

regresi jumlah WPOP-Pb dengan penerimaan PPh

konstansta atau a = -20.962.813,39 dan koefisi
persamaa

15.404,21 (Coefficients), sehingga
dirumuskan sebagai berikut :

Y = -20.962.813,39 + 15.404,

sig sebesar 0,023
dengan penerimaan
patkan persamaan
'WPQOP-Pb diperoleh

n regresi atau b =

regresinya dapat

21XPb

Artinya jika tidak ada pertambahan atau kenaikan jumlah WPOP-Pb




Analisis Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dilihat Dari Jenis Pekerjazn Dan Pengaruhnya
Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Bekasi Utara 109

maka penerimaan PPh WPOP-Pb akan turun sebesar Rp.
20.962.813,39,-, sedangkan jika terjadi pertambahan jumlah WPOP-Pb
1 orang maka penerimaan PPh WPOP-Pb akan bertambah sebesar Rp.
15.404,21.

2. Analisis Hubungan Antara Jumlah WPOP dengan Penerimaan PPh
Secara Total
Analisis ini menjelaskan hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi
dengan penerimaan PPh nya secara total dari ketiga jenis pekerjaan.
Berdasarkan hasil regresi total jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP)
terhadap total penerimaan PPh WPOP dapat dijelaskan bahwa angka korelasi
diperoleh sebesar 0,416 atau 41,60% (Model Summary), artinya hubungan
variable jumlah WPOP dengan PPh WPOP secara total kurang kuat.
Sedangkan angka R Square diperoleh sebesar 0,173 atau 17,30% artinya
besarnya pengaruh jumlah WPOP terhadap penerimaan PPh WPOP secara
total sebesar 17,30%, sedangkan sisanya 82,70% dijelaskan oleh faktor lain
diluar variable jumlah WPOP. Karena angka sig sebesar 0,002 (Anova) < 0,05
berarti hubungan jumlah WPOP dengan penerimaan PPh WPOP secara total
adalah signifikan. Untuk mendapatkan persamaan regresi jumlah WPOP
dengan penerimaan PPh WPOP secara total diperoleh konstansta atau a =
70.395.656,88 dan koefisien regresi atau b= 3.210,02 (Coefficients), schingga
persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut ;
Y = 70.395.656,88 + 3.210,02X
Artinya jika tidak ada pertambahan atan kenaikan jumlah WPOP secara total
maka penerimaan PPh WPOP yang diperoleh sebesar Rp. 70.395.656,38,-,
sedangkan jika terjadi pertambahan jumlah WPOP 1 orang maka penerimaan
PPh WPOP secara total akan bertarnbah sebesar Rp. 3.210,02.

3. Analisis Hubungan Antara Jumlah WPOP Secara Group dengan Total
Penerimaan PPhL WPOP

Analisis ini dibagi atas tiga bagian yaitu (a) analisis Jumlah WPOP Pegawai

Pemerintah terhadap Total Penerimaan PPh WPOP, (b) analisis Jumlah WPOP

Pegawai Swasta terhadap Total Penerimaan PPh WPQP, dan {(c) analisis

Jumlah WPOP Pekerja Bebas terhadap Total Penerimaan PPh WPOP.

(a). Analisis Jumlah WPOP Pegawai Pemerintah terhadap Total Penerimaan
Pph WPOP. Berdasarkan hasil regresi jumlah wajib pajak orang pribadi
(WPOP) pegawai pemenntah terhadap total penerimaan pajak
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(b).

penghasilan wajib pajak orang pribadi (PPh WPOP) di mana variable
bebas Jumlah WPOP Pegawai Pemerintah dan vafiable tak bebasnya
Penerimaan PPh WPOP Pegawai Pemerintah dapat dijelaskan bahwa
angka korelasi diperoleh sebesar 0,372 atau 37,20% (Model Suminary),
artinya hubungan variable jumlah WPOP-Pm dengan Total PPh WPOP
kurang kuat. Sedangkan angka R Square diperolel) sebesar 0,138 atau
13,80% artinya besarnya pengaruh jumlah WPOP-Pm terhadap total
penerimaan PPh WPOP sebesar 13,80%, sedan sisanya 86,20%
dijelaskan oleh faktor lain diluar variable jumlah WPOP-Pm. Karena
angka sig sebesar 0,007 (Anova) < 0,05 berarti hubupgan jumlah WPOP-
Pm dengan total penerimaan PPh WPOP adalah signifikan. Untuk
mendapatkan persamaan regresi jumlah WPOP-Pm dengan total
penerimaan PPh WPOP diperoleh konstansta atau a = 94.786.730,39 dan
koefisien regresi atau b= 14.532,45 (Coeflicients), Sehingga persamaan
regresinya dapat dirnmuskan sebagai berikut :
Y = 94.786.730,39 + 14.532, 44XPm

Artinya jika tidak ada pertambahan atau kenaikan jumlah WPOP-Pm
maka total penerimaan PPh WPOP sebesar Rp 94.786.730,39,-,
sedangkan jika terjadi pertambahan jumlah WPOP-Pm 1 orang maka
total penerimaan PPh WPOP akan bertambah sebesar Rp. 14.532,44.
Analisis Jumlah WPQP Pegawai Swasta terhadap Total Penerimaan PPh
WPOP. Berdasarkan hasil regresi jumiah wajib pajak orang pribadi
(WPOP) pegawai swasta terhadap total penerim pa]ak penghasilan
wajib pajak orang pribadi (PPh WPOP) di mana
WPOP Pegawai Swasta dan variable tak beb:
WPOP Pegawai Swasta dapat dijelaskan angka korelasi
diperoleh sebesar 0,410 atau 41,00% (Model | Summary), artinya
hubungan variable jumlah WPOP-Ps dengan Total PPh WPOP kurang
kuat. Sedangkan angka R Square diperoleh sebesar 0,168 atau 16,80%
artinya besarnya pengaruh jumlah WPOP-Ps tethagdlap totai penerimaan
PPh WPOP sebesar 16,80%, sedangkan sisanya 83,20% dijelaskan oleh
faktor lain diluar variable jumlah WPOP-Ps. Karena angka sig sebesar
0,003 (Anova) < 0,05 berarti hubungan jumiah WPOP-Ps dengan total
penerimaan PPh WPOP adalah signifikan. Untuk mendapatkan
persamaan regresi jumlah WPOP-Ps dengan total pencrimaan PPh
WPOP diperoleh konstansta atau a = $2.009. 140 30 dan koefisien
regresi atau b=4.562,18 (Coefficients), schingga persamaan regresinya
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dapat diramuskan sebagai berikut :

Y = 92.009.140,30 + 4.562,18XPs
Artinya jika tidak ada pertambahan atau kenaikan jumlah WPOP-Ps
maka total penerimaan PPh WPOP sebesar Rp. 92.009.140,30,-,
sedangkan jika terjadi pertambahan jumlah WPOP-Ps 1 orang maka
total penerimaan PPh WPOP akan bertambah sebesar Rp. 4.562,18.

(¢). Analisis Jumlah WPOP Pekerja Bebas terhadap Total Penerimaan PPh
Berdasarkan hasil regresi jumlah wajib pajak orang pribadi (WPOP)
pekerja bebas terhadap total penerimaan pajak penghasilan wajib pajak
orang pribadi (PPh WPOP) di mana variable bebas Jumlah WPOP
Pekerja bebas dan variable tak bebasnya Penerimaan PPh WPOP
Pekerja bebas dapat dijelaskan bahwa angka korelasi diperoleh sebesar
0,475 atau 47,50% (Model Summary), artinya hubungan variable
Jumlah WPOP-Pb dengan total PPh WPOP kurang kuat. Sedangkan
angka R Square diperoleh sebesar 0,225 atau 22,50% artinya besarnya
pengaruh jumlah WPOP-Pb terhadap total penerimaan PPh WPOP
sebesar 22,50%, sedangkan sisanya 77,50% dijelaskan oleh faktor lain
diluar variable jumlah WPOP-Pb. Karena angka sig sebesar 0,000
(Anova) < 0,05 berarti hubungan jumiah WPOP-Pb dengan total
penerimaan PPh WPOP adalah signifikan, Untuk mendapatkan
persamaan regresi jumlah WPOP-Pb dengan total penerimaan PPh
WPOP diperoleh konstansta atau a = -97.071.904,35 dan koefisien
regresi atau b = 30.49848 (Coefficients), sehingga persamaan
regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

Y = -97.071.904,35 + 30.498,48XPb
Artinya jika tidak ada pertambahan atau kenaikan jumlah WPQP-Pb
maka total penerimaan PPh WPOP-Pb akan turun sebesar Rp.
97.071.904,35,-, sedangkan jika terjadi pertambahan jumlah WPOP-Pb
1 orang maka total penerimaan PPh WPOP akan bertambah sebesar Rp.
30.498,48.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis besarnya hubungan
dan pengaruh variable tak bebas yang jumlahnya lebih dari dua. Berdasarkan
data pengamatan yang diperoleh dari KPP Pratama Bekasi Utara dan
kemudian dilakukan pengolahan data melalui program SPSS dapat dijelaskan
hubungan antara variable bebas dengan variable tak bebas dan juga pengujian
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hipotesa baik secara bersama-sama maupun parsial. ;Pengujian hipotesa
dilakukan untuk melihat apakah variable bebas mampu s¢cara bersama-sama
menjelaskan tingkah laku variable tidak bebas, untuk pengujian ini dikenal
dengan Uji Global atau Uji F (Suharyadi dan Purwanto, 2004). Selain
mengetahui kemampuan secara bersama-sama juga perlu diketahui apakah
setiap variable bebas juga berpengaruh terhadap variablﬁl tidak bebasnya bila
dilihat secara individu, untuk pengujian ini dikenal dengan Uji Parsial atau Uji
t. Analisis Uji Global disebut juga uji signifikansi serentak atau Uji F. Jadi
analisis Uji Global pada penelitian ini dilakukan unfuk melihat apakah
variabel wajib pajak orang pribadi sebagai pegawai pemenntah, pegawai
swasta, dan pekerja bebas secara serentak atau be: a-sama mampu
menjelaskan tingkah laku variabel penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi.

Hubungan tersebut dapat dirumuskan dalam pers regresi berganda
sebagai berikut :

Y = a+bX, + b3+ bX,

dimana :

Y = Pencrimaan PPh WPOP

a = Konstanta atau intersep

b,-b, = KoefisienregresivariabeiX,-X,

X, = WPOP Pegawai pemerititah

X, = WPOP Pegawai Swasta

X, = WPOP Pekerja Bebas

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS diperoleh nilai 2=75.205.575,58, b,
=-166.890,84, b,=50.992,99, b,=5.630,25 sebagai terlihat pada tabel
15 di bawah ini, Dengan demikian persamaan regresinya menjadi :

Y = 75.205.575,58 - 166.890,64X, + 50.992,99X, + 5.630,25X; Untuk
melihat pengaruh variabel bebas dari pekerjaan sebagai pegawai pemerintah,
pegawai swasta, dan pekerja bebas secara komprehensif dapat dilibat dari
tabel 8 di bawah ini (Model Summary), di mana angka R Square (1r’) sebesar
0,334 atau 33,40%. Angka ini memberikan arti bahwa besarnya pengaruh
variabel WPOP Pegawai Pemerintah, WPOP Pegawai [Swasta, dan WPOP
Pekerja Bebas secara bersama-sama mempengaruhi Jumlah Penerimaan PPh
WPOP di KPP Pratama Bekasi Utara sebesar 33,40%!| sedangkan sisanya
66,60% dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini dapat ditunjukkan hasil
pengolahan data secara statistik pada tabel 8 di bawah i
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Tabel 8
Model Summary

Model R R Square A"é:f.‘:i R Stdéiﬂrr;; ?; the

1 5788 334 202 | 52162776,27010

& pradictors: {Canstant), WPCP-Pb, WPOP-Pm, WPOP-Ps
Sedangkan untuk mengetahui apakah model regresi yang dihasilkan sudah
layak (valid) atau belum, hal ini dapat dilakukan dengan cara menguji
hipotesis yang menggunakan tabel F atau dengan membandingkan taraf
signifikanst (sig) hitung dengan a = 0,05 (5%). Berdasarkan tabel 9 di bawah
ini (Tabel Anova) diperoleh angka F hitung atau F penelitian sebesar 7,870
sedangkan F tabel dengan derajat kebebasan 0,05 atau 5% dengan ketentuan
numerator (pembilang = jumlah variabel dikurang 1 atau 4 -1 = 3), dan
denumerator (penyebut = jumlah kasus dikurang 3 atau 50 - 3 = 47) diperoleh
angka F tabel sebesar 2,810, Karena angka F hitung 7,870 > dan F tabel 2,810,
maka Hipotesis 4 (FH4) yang menyatakan “Ada pengaruh jumlah wajib pajak
orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilannya dilihat dari jenis
pekerjaannya di KPP Pratama Bekasi Utara” dapat diterima atau dapat juga
dilakukan dengan membandingkan angka signifikansi (sig) pada tabel 5 (Tabel
Anova) sebesar 0,000 < dari 0,05, maka Hipotesis 4 (H4) dapat diterima,
Artinya ada pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan
pajak penghasilannya dilihat dari jenis pekerjaannya di KPP Pratama Bekasi
Utara. Dengan demikian mode] regresi yang dihasilkan layak digunakan. Hal
ini dapat ditunjukkan oleh tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9
ANOVA®
Model Sum of Squares df Mean Square F Slg.
7 Regression 6420E+018 3| 2,143E+018 | 7,870 0008
Residual 1.280E+017 47| 2.723E4015
Total 1,923E+017 50

8. Pradictors: {Constant), WRQP-Pb, WPOP-Pm, WPOP-Ps
B: pependent Variable: Pan-PPh-WPOP

Berdasarkan uji global atau uji F bahwa Hipotesa 4 dapat diterima tetapi
pengaruhnya hanya sebesar 33,40%, artinya bahwa pengaruh variabel WPOP
Pegawai Pemerintah, WPOP Pegawai Swasta, dan WPOP Pekerja Bebas
secara bersama-sama mempengaruhi jumlah penerimaan PPh WPOP di KPP
Pratama Bekasi Utara tidak begitu kuat, lebih dipengaruhi oleh faktor lain. Hal
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dijelaskan pada
keragaan pajak orang pribadi di muka di mana pertam ahan jumlah wajib
pajak yang tinggi belum tentu mempengaruhi penenmaan Ph yang scbanding

pula. Analisis Uji Parsial atau Uji t disebut juga uji 31
individual. Jadi analisis Uji Parsial pada tesis ini
apakah variabel wajib pajak orang pribadi sebagai P
pegawai swasta, dan pekerja bebas secara sen
berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel peneri

fikansi parsial atau
untuk menguji
gawai pemerintah,

iri-sendiri (individu)

PPh wajib pajak

orang pribadi. Untuk melihat pengarul: dan pengujian hipotesis WP Pegawai
Pemerintah, Pegawai Swasta, dan Pekerja Bebas terha AP Penerimaan PPh
WPOP secara parsial, digunakan Uji t sebagaimana yang lihat pada tabel 10
di bawah ini (Tabel Coefficients), sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh

digunakan angka Beta atau Standardized Coefficient pada abel 10.
Tabel 10
Coofficients®
Standardized
vodel Unstandardizd Coeficients | ‘Coamennts
B Shi. Emor Bata t s, |
1 {Constant) [75205575 576 | 127066052,7 592 857
WPOP-Pr] -166800.836 | 80446843 A2m | el 008
wPOP-Ps| scopzses | 18976171 4,585 > 687 010
wroP-Pb|  Bes0253 | 16050404 088 282 779

3-pepandent Variable: Pen-PPh-WPCOP

-masing hubungan

Di bawah ini dijelaskan pengujian hipotesis untuk mamﬂ
erjaannya terhadap

jumlah wajib pajak orang pribadi menurut jenis pe
penerimaan PPh nya menggunakan analisis Uji Parsial.

(a) WPOPPegawai Pemerintah

Berdasarkan hasil pendugaan parameter bahwa koeﬁswn wajib pajak orang
pribadi pegawai pemerintah terhadap penerimaan PPh adalah sebesar -
166.890,84 dan koefisien ini signifikan pada taraf o= 0,008 atau mendekati
tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti bahwa setiap pertambahan 1 orang
wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah mengakibatkan penerimaan
PPh menurun sebesar Rp. 166.890,84,-. Untuk melihat|apakah Penerimaan
PPh WPOP yang disumbangkan oleh pegawai pemerintah di KPP Pratama
Bekasi Utara cukup signifikan sebagaimana Hipotesis 1|(H1) yang berbunyi
“penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang disumbangkan
oleh pegawai pemerintah di KPP Pratama Bekasi UtarT cukup signifikan™.




Analisis Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dilihat Dari Jenis Pekerjaan Dan Pengarubinya
Terhadap Penerimaan Pajak Penghssilan Di Kpp Pratama Bekasi Utaa 115

Berdasarkan tabel 10 tersebut di atas bahwa angka Uji t hitung untuk variabel
ini sebesar 2,761 sedangkan Uji t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan
derajat kebebasan {dk) 47 diperoleh angka sebesar 1,652. Karena angka t
hitung 2,761 > dari t tabel 1,652, maka Hipotesis 1 (H1) dapat diterima, artinya
penerimaan PPh WPOP yang disumbangkan oleh wajib pajak orang pribadi
dari pegawai pemerintah di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan.
Besamnya pengaruh WPOP pegawai pemerintah terhadap penerimaan PPh
WPOP sebesar 4,271 atau 427,10% dan pengaruh yang ditimbulkannya adalah
pengarvh negatif serta signifikan, karena tingkat signifikansi 0,008 <0,05. Hal
ini sesuai dengan penjelasan di muka bahwa pertambahan jumlah wajib pajak
orang pribadi pegawai pemerintah berbanding terbalik dengan penerimaan
Pphnya.

(b} WPOPPegawai Swasta

Berdasarkan hasil pendugaan parameter bahwa koefisien wajib pajak orang
pribadi pegawai swasta terhadap penerimaan PPh adalah sebesar 50.992,99
dan koefisien ini signifikan pada taraf o = 0,010 atau dengan tingkat
kepercayaan 90%. Hal ini berarti bahwa setiap pertambahan 1 orang wajib
pajak orang pribadi pegawai swasta akan mengakibatkan penerimaan PPh
meningkat sebesar Rp. 50.992,99,-. Untuk melihat apakah Peperimaan PPh
WPOP yang disumbangkan oleh pegawai swasta di KPP Pratama Bekasi Utara
cukup signifikan sebagaimana Hipotesis 2 (H2) yang berbunyi “penerimaan
pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang disumbangkan oleh
pegawai swasta di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan”, Berdasarkan
tabel 10 terscbut di atas bahwa angka Uji t hitung untuk variabel ini sebesar
2,687 sedangkan Uji t tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat
kebebasan (dk) 57 diperoleh angka sebesar 1,652. Karena angka t hitung 2,687
> dari t tabel 1,652, maka Hipotesis 2 (H2) diterima, artinya Penerimaan PPh
WPOP yang disumbangkan oleh wajib pajak orang pribadi dari pegawai
swasta di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan. Besarnya pengaruh
WPOP pegawai swasta terhadap penerimaan PPh WPOP sebesar 4,585 atau
458,50% dan pengaruh yang ditimbulkannya adalah pengaruh positif serta
signifikan, karena tingkat signifikansi 0,010 < 0,05. Hal ini sesuai dengan
penjelasan di muka bahwa pertambahan jumlah wajib pajak orang pribadi
pegawai swasta dapat diimbangi dengan penerimaan PPh nya walaupun
kenaikan penerimaan PPH nya dari tahun ke tahun semakin menurun,
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(c) WPOP Pekerja Bebas
Berdasarkan hasil pendugaan parameter bahwa koefisien wajib pajak crang
pribadi pekerja bebas terhadap penerimaan PPh adalah s¢besar 5.630,25 dan
koefisien ini tidak signifikan pada taraf a = 0,779 atau mendekati tingkat
kepercayaan 22,10%. Hal ini berarti bahwa setiap pertambahan 1 orang wajib
pajak orang pribadi pekerja bebas akan mengakib: penerimaan PPh
meningkat sebesar Rp. 5.630,25,-. Untuk melihat ap Penerimaan PPh
WPOP yang disumbangkan oleh pekerja bebas di KPP Pratama Bekasi Utara
cukup signifikan sebagaimana Hipotesis 3 (H3) yang berbunyi “penerimaan
pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang djsumbhngkan oleh pekerja
bebas di KPP Pratama Bekasi Utara cukup signifikan” . E;erdasarkan tabel 10
tersebut di atas bahwa angka Uji t hitung untuk variabel ini sebesar 0,282
sedangkan Uji t tabel dengan taraf'signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan {dk)
57 diperoleh angka sebesar 1,652. Karena angka t hitung 0,282 < dari t tabel
1,652, maka Hipotesis 3 (H3) ditolak, artinya Penerimaan PPh WPOP yang
disumbangkan oleh wajib pajak orang pribadi dari pekerja bebas di KFP
Pratama Bekasi Utara tidak signifikan. Besarnya pengaruh WPOP pekerja

pengaruh yang ditimbulkannya adalah pengaruh positif s¢rtz
karena tingkat signifikansi 0,779 > 0,05. Hal ini sesuai dengan penjelasan di
muka bahwa pertambahan jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas
diimbangi dengan penerimaan PPh nya yang berflyktuasi naik turun.
Sedangkan untuk melihat korelasi antara variabel WP Pegawai Pemerintah,
Pegawai Swasta, dan Pekerja Bebas tethadap Penerimaan PPh WPOP, dapat
dilihat dari tabel 11 di bawah ini (Tabel Correlations) :

Tabel 11
Corrolations
PePPh- | WrPOP- | WPDP- | WPOP-
PR WO Fearsor Conslation %_%_%%
Slg, {2-tiled) o7 1,003 000
N 51 5% i 51 51
WPOP-Prn Pearson Comelation A7 1 096 G888
Sig. (2-teiled) o 000 000
N 51 51 51 5
WFOP-Pa Poarson Carrelation 4107 695" 1 ,8aE
Sig. (2-ated) 003 000 000
N st 51 51 51
WPOP-Fb Pearcan Comelation ATEM BBE™ 593" 1
Sig. (2-alled) 000 oo )
N 51 5 51 51

™ Correlation is significant at the 0.07 leve! {2-iailed).
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Berdasarkan tabel 11 di atas dapat dilihat korelasi antar variabel yang satu
dengan variabel yang lain, yaitu ;

(M

@

()

4)

©)

(6)

Korelasi antara variabel WPOP pegawai pemerintah dengan variabel
Penerimaan PPh WPOP sebesar 37,20%, artinya bahwa korelasi antara
varizhel WPOP pegawai pemerintah dengan penerimaan PPh WPOP
berkorelasi cukup dan signifikan karena angka signifikansi sebesar 0,007
<0,05.

Korelasi antara variabel WPOP pegawai swasta dengan variabel
Penerimaan PPh WPOP sebesar 41,00%, artinya bahwa korelasi antara
variabel WPOP pegawai swasta dengan penerimaan PPh WPOP
berkorelasi cukup dan signifikan karena angka signifikansi sebesar 0,003
<0,05.

Korelasi antara variabe! WPOP pekerja bebas dengan variabel
Penerimaan PPh WPOP sebesar 47,50%, artinya bahwa korelasi antara
variabel WPOP pekerja bebas dengan penerimaan PPh WPOP berkorelasi
cukup dan signifikan karena angka signifikansi sebesar 0,000 < 0,05,
Korelasi antara variabe] WPOP pegawai pemerintah dengan variabel
pegawai swasta sebesar 99,60%, artinya bahwa korelasi antara variabel
WPOP pegawai pemerintah dengan pegawai swasta berkorelasi sangat
kuatdan signifikan karena angka signifikansi sebesar 0,000 < 0,05,
Korelasi antara variabel WPOP pegawai pemerintah dengan variabel
pekerja bebas sebesar 86,80%, artinya bahwa korelasi antara variabel
WPOP pegawai pemerintah dengan pekerja bebas berkorelasi sangat kuat
dan signifikan karena angka signifikansi sebesar 0,000 <0,05.

Korelasi antara variabel WPOP pegawai swasta dengan variabel pekerja
bebas sebesar 89,30%, artinya bahwa korelasi antara variabel WPOP
sebagai pegawai swasta dengan peketja bebas berkorelasi sangat kuat dan
signifikan karena angka signifikansi sebesar 0,000 <0,05.

Apabila dilihat hubungan antar satu variabel bebas dengan variabel tak
bebasnya diperoleh nilai korelasi yang cukup dan signifikan sedangkan
apabila dilihat hubungan antar satu variabel bebas dengan variabel bebas yang
lain diperoleh nilai korelasi yang sangat kuat dan signifikan.

5. KESIMPULAN
Bertolak dari tujuan penelitian untuk melihat dan mengetahui berapa besar
kontribusi yang dapat disumbangkan oleh wajib pajak orang pribadi dari
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pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas | adap penerimaan
PPh, serta untuk melihat bagaimana hubungan antara j wajibpajak orang
pribadi dengan penerimaan PPh ditinjau dari jenis pekerjaan di KPP Pratama
Bekasi Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

I.

Karakteristik jumlah wajib pajak orang pribadi dilihat dari jenis pekerjaan
sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas di KPP
Pratama Bekasi Utara dari tabun 2003 sampai dengan tahun 2607
menunjukkan tren peningkatan yang cukup signi terlebih di tahun
2007 mengalami peningkatan yang cukup drastis £150% untuk pegawai
pemerintah dan pegawai swasta, sedangkan untuk pekerja bebas relatif
cukup stabil. Apabila dikaitkan peningkatan jumlah wajib pajak orang
pribadi terhadap penerimaan PPh nya justru berbar'nding terbalik untuk
wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah, sedangkan untuk wajib
pajak pegawai swasta mengalami kenaikan yang s in menurun dari
tahun ke tahun, dan untuk pekerja bebas relatifberfl i

Berdasarkan hasil pengujian statistik menggunakan uji global (uji
serentak) dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib 1pajak orang pribadi
pegawai pemerintah, pegawai swasta, dan pekerja bebas di KPP Pratama
Bekasi Utara mempunyai pengaruh nyata terhadap pencrimaan PPh nya
walaupun pengaruhnya tidak kuat dan pengaruhnya cukup signifikan.
Sedangkan dari sisi uji parsial memberikan hasil bahwa jumlah wajib
pajak orang pribadi pegawai pemerimtah, pegawai swasta, dan pekerja
bebas mempunyai pengaruh nyata terhadap peneri PPh nya. Adapun
kontribusi masing-masing wajib pajak orang pribadi menurut jenis
pekerjaan terhadap penerimaan PPh nya menunj bahwa WPOP
Pegawai Pemerintah memberikan kontribusi negatif dan signifikan,
sedangkan WPOP pegawai swasta memberikan kontribusi positif dan
signifikan, dan WPOP Pekerja Bebas juga memberilfau kontribusi positif
tetapi tidak signifikan. ;

Hubungan antar satu variabel bebas dengan vaﬁabel tak bebasnya
diperoleh nilai korelasi yang cukup dan signifikan gkan hubungan
antar satu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain diperoleh nilai
korelasi yang sangat kuat dan signifikan.
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